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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf 
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa  es (dengan titik di atas)
ج jim J Je
ح ha  ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal d de
ذ zal x zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
ظ za Z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik
غ gain G ge
ف fa F ef
ق qaf Q qi
ك kaf K ka
ل lam L el
م mim M em
ن nun N en
و wau W we
ه ha H ha
ء hamzah ‘ apostrof
ى ya Y ye
xHamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا fathah A a
ِا kasrah I I
ُا dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani
َؤ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:
َﻒْﯿَﻛ : kaifa
َلْﻮَھ : haula
xi
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama 
َى…│ َا … Fathah dan alif atau
yaa’
A A dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas
ُو Dhammmah dan
waw
U U dan garis di atas
Contoh:
تﺎﻣ : maata
ﻰَﻣَر : ramaa
ﻞْﯿِﻗ : qiila
ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔْﻃَﺎْﻟا : raudah al- atfal
xii
ُﺔَﻨْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah
ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid( )َ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨْﯿﱠﺠَﻧ : najjainaa
ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
َﻢﱢﻌُﻧ : nu”ima
ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
xiii
Contoh :
ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ُﺔَﻟَﺰﻟﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠَﻔْﻟَا : al-falsafah
ُدﺎَﻠِﺒْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
ٌءْﻲَﺷ : syai’un
ُتْﺮِﻣُا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh :
xiv
Fizilaal Al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah (ﮫّٰﻠﻟا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh :
ِﮫّٰﻠﻟﺎُﻨْﯾِد diinullah ِﮫّٰﻠﻟاﺎِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
xv
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
swt = subhanallahu wata’ala
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
H = Halaman
KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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ABSTRAK
Nama : Muhammad Hamka Syahrir
NIM : 10300112089
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak  
di bawah Umur (Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan 
Hukum Nasional)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tindak pidana pencurian
menurut hukum Islam dan hukum nasional. Untuk menjawab permasalahan 
tersebut, digunakan penelitian berupa Library Research (Penelitian Pustaka)
dengan menggunakan pendekatan Syar’i (Hukum Islam) dan yuridis normatif
(Hukum Nasional). Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan 
yuridis dan pendekatan syar’i yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara 
lain dari kitab-kitab, buku bacaan, sumber bacaan media massa maupun sumber 
bacaan lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang secara 
esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu 
bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak 
yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana 
terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya. Dengan demikian anak di 
bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak bisa dihukum 
secara pidana. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara 
perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana 
yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban. Orang 
tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah
yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau 
kurangnya perhatian kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus 
bertanggungjawab.
Sanksi hukum teradap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan 
yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (dua) macam berupa pidana 
dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997. Sanksi 
hukum berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada empat 
macam pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu : 
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan. Mengenai 
pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 (tiga) ada dua macam, yaitu : 
perampasan barang-barang berharga tertentu, pembayaran ganti rugi.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (rechstaat), 
tidak didasarkan kekuasaan belaka (mechstaat). Hal ini mengandung pengertian 
bahwa negara (temasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-
lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib 
dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, yaitu : supremasi 
hukum, kesetaraan di depan hukum (equality before the law), dan penegakan 
hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma 
hukum.1
` Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap 
anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak 
yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang 
mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu 
                                                            
1Abdul Salam Siku, Perlindungan HAM saksi dan korban Dalam Peradilan Pidana
(Jakarta: Rabbani Press, 2012), h.1.
2nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh 
kembang, dan menghargai partisipasi anak.2
Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar 
kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. 
Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas 
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah 
dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan 
wajar. ”Kedua ayat tersebut bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang 
benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.3
Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus Anak yang Berkonflik
dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008
terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 
6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara 
baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner 
Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI), Apong Herlina, seperti dikutip Gatranews, di Indonesia setiap tahunnya 
terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. 
Yang menguatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan 
                                                            
2Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2015), h. 1.
3Nashriani, Perlindungan HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada), h.1.
3berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti hanya 
sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan 
secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan 
hukum. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk 
kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus 
pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat 
dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, 
terbanyak adalah kasus pencurian (50 %), kemudian kasus kekerasan,
pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir sama seperti temuan KPAI dari 
kasus-kasus yang diadukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir 
pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA di atas 
menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH 
kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, 
sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. 
Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan 
tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH.4
Dalam pandangan Islam perbuatan yang dikategorikan Jarimah (tindak 
pidana, peristiwa pidana, atau delik) adalah perbuatan yang mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik (anggota badan atau 
jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan 
maupun hal-hal yang lain dan harus dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, suatu 
                                                            
4https://antoniuswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-
hukum/. Diakses tanggal 11 Januari 2016,  pukul 20.00 Wita.
4perbuatan dianggap jarimah jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan 
kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun nonmateri atau 
gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan 
sebagainya.
Pencuri adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain 
secara diam-diam untuk dimiliki.5 Adapun Islam memberi hukuman berat 
terhadap perbuatan mencuri. Dalam QS. Al-Maidah/5 : 38 Allah swt
Menyebutkan :
                    

Terjemah :
Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka 
lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana.6
Dalam Ayat ini menjelaskan, orang pencuri baik laki-laki atau perempuan 
hendaklah dihukum dengan memotong tangannya, sebagai balasan kejahatan yang 
dibuatnya, yaitu dipotong telapak tangannya hingga pergelangan, bila ia mencuri 
seharga seperempat dinar atau lebih, dengan ada saksi dua orang laki-laki yang 
adil atau dengan mengakui sendiri.7
                                                            
5Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.62.
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2009), h. 114.
7Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), h.154.
5Penyebab perbuatan yang merugikan diantaranya tabiat manusia yang 
cenderung ingin menguntungkan diri sendiri walaupun hasil pilihan atau 
perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataannya itulah yang memerlukan 
kehadiran peraturan atau Undang-Undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan 
tersebut menjadi tidak berarti tanpa dukungan yang memaksakan seseorang untuk 
memenuhi peraturan tersebut. Dukungan ini dalam bentuk penyertaan ancaman 
hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat 
diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan pada perbuatan Tindak 
Pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut 
dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama.8
Berdasarkan pembahasan tersebut, kasus ABH khususnya pencurian yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka hal ini yang menjadi alasan saya 
mengangkat judul tersebut guna meninjau upaya hukum dan menyelesaikan
tentang permasalahan kasus  pencurian oleh anak di bawah umur.
B. Rumusan Masalah
Setelah menguraikan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 
pokok permasalahan yang menjadi batasan objek pembahasan, adapun batasan 
masalah yang dimaksud adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pencurian 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur (analisis komparatif hukum Islam dan 
hukum Nasional)?
                                                            
8Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV pustaka setia, 2013), h.33.
6Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka
pembahasan ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Islam tentang 
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pencurian yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur ?
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Pengertian Judul
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, terasa 
perlu dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada 
penulisan judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberi 
batasan dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah : 
a. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum
b. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara
c. Pencurian adalah proses atau cara perbuatan mengambil milik orang lain 
tanpa izin atau dengan tidak sah.
d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. 9 Namun banyak 
literatur yang memberikan batasan umur anak yang berbeda-beda, dalam 
hal ini dapat di telusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang 
menunjukkan kemampuan atau kecakapan untuk bertindak.
                                                            
9Repubik Indonesia,“Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014pasal 1 ayat 1tentang 
Perlindungan Anak" (Yogyakarta: Galang Press,2015), h. 12.
7e. Hukum Nasional adalah hukum yang yang sedang berjalan atau berlaku
saat ini pada suatu negara
f. Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT (Al-
Qur’an) dan Sunnah Rasul (Hadis)
Dari defenisi istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan tentang 
pengertian tinjauan yuridis tentang kasus pencurian oleh anak di bawah umur 
(analisis komparatif hukum Islam dan hukum Nasional) yaitu, mengkaji 
menurut hukum yang berjalan saat ini dan menurut hukum yang didasari oleh 
Al-Qu’ran dan Hadis tentang kasus pencurian oleh anak di bawah umur.
2. Ruang lingkup penelitian
Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup mengenai Analisis 
perbandingan menurut hukum Islam dan hukum nasional dalam kasus 
pencurian oleh Anak di bawah umur.
D. Kajian Pustaka 
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang 
telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum 
isi pokoknya sebgai berikut.
1. Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menjelaskan bahwa 
perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam Peradilan 
Pidana Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani Anak 
memengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan 
dengan Perlindungan Anak, maka dalam keadilan tercermin Perlindungan 
8Anak yang baik atau Perlindungan Anak yang baik mencerminkan 
keadilan, yang implementasinya adalah Hak-Hak Anak. Namun dalam 
buku ini tidak menjelaskan upaya perlindungan anak secara spesifik. 
2. Wagiati Soetodjo, dalam bukunya Hukum Pidana Anak menjelaskan atau 
membahas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur 
pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak atas 
perlindungan hukum.
3. Rika Saraswati, dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia 
menjelaskan tentang situasi anak dan permasalahan hukum di Indonesia. 
Namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang Prosedur
hukum tentang anak.
4. Abdul Rahman, dalam bukunya Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan 
Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif Dan 
Hukum Islam) menjelaskan tentang anak yang berhadapan dengan hukum 
(ABH), upaya perlindungandan pemenuhan hak-hak Konstitusionalnya.
Namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang sanksi 
hukuman dalam hukum Islam tentang kasus ABH.
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 
9pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk 
menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.10
1. Jenis penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Liblary Research) yang menggambarkan secara sistematis, normatif, 
dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan penelitian.
Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan pendekatan sebagai berikut :
a. Pendekatan yuridis
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tinjauan 
yuridis tentang kasus pencurian oleh anak dibawah umur.Dalam metode 
inisenantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.
b. Pendekatan syar’i
Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan 
menelaah ayat Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti.11
                                                            
10Sugiyono, Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D (Bandung: alfabeta, 2012), 
h.279.
11Tim Penulis UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah 
(Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16.
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3. Sumber Data
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari 
bahan hukum primer dan sekunder.
a. Bahan hukum primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
b. Bahan hukum sekunder :berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang 
diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam perlindungan 
hukum dan hukum pidana terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep 
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.
4. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data
a. Teknik pengelolahan data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelolah
data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan 
tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam 
penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan materi Tinjauan Yuridis 
terhadap Pencurian Oleh Anak dibawah Umur.
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi efektif 
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dan mudah  untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah.                      
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisi data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang 
berasal dari literatur bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 
(dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklarifikasi sebagai berikut :
a) Tujuan Umum yaitu :
Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pencurian yang dilakukan
oleh anak di bawah umur.
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b) Tujuan khusus yaitu :
1. Untuk menelaah dan menguraikan hukum Islam terhadap Kasus 
Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus pencurian yang 
dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai 
berikut:
1) Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan 
dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai kasus 
pencurian oleh anak.
2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan 
mencoba membandingkan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum 
Nasional.
b. Kegunaan Praktis
1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia 
akademisi dan masyarakat mengenai pandangan hukum Islam dan 
hukum Nasional tentang kasus anak di bawah umur.
2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat 
dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi 
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generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan 
negara. 
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH 
ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT  HUKUM NASIONAL
A. Konsepsi Anak
Tidak ada keseragaman mengenai definisi anak dalam berbagai ketentuan 
hukum karena hukum terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai 
akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia sendiri-sendiri 
mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak 
tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan 
bidang yang diaturnya.1 Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan 
pada batas usia anak menurut Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Sedangkan 
secara Internasional defenisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The 
Child Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nation Standart Minimum Rules for the 
Adiministration of Juvinile Justice (“The Beijing Rule”) Tahun 1985 dan Deklarasi 
Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Right Tahun 1948. Secara 
Nasional defenisi anak menurut Perundang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak 
adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 
menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
                                                          
1Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h. 189.
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(delapan belas) tahun. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 
ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-
undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 3
menjelaskan bahwa anak yang beradapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana .2
Dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan Indonesia, tidak terdapat 
penegasan tentang Kriteria Anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2013 tentang 
Ketenagakerjaan, menentukan bahwa anak adalah orang yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun.3
Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana 
seseorang itu belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. 
Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang yang telah dewasa bukan dari 
umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan 
yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.
                                                          
2Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK konstitusi Anak Perspektif 
Hukum Internasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 
h.39.
3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di 
Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.37.
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Pada hukum adat umumnya ukuran seseorang yang dikatakan anak ialah seseorang 
yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan 
dan belum menikah.4
Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan 
batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka 
ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum 
internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-
bangunan pengertian dalam spesifikasi hukum. Untuk mengetahui pengertian anak, 
dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu :
1. Konvensi hak-hak anak tahun 1989.
Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan 
dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia 
17 (tujuh belas) kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak 
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.5 Menurut Konvensi Hak 
Anak ini yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umumnya belum 
mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya 
perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam
                                                          
4Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak ,(Jakarta: Bumi Aksara,1990), h.
19.
5Lihat Pasal 1 Konvensi Hak Anak.
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perundang-undangan nasional dari tiap-tiap negara peserta yang mendatangani 
konvensi ini.6
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 
1 bagian 5 berbunyi : “anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal  
tersebut demi kepentingannya”.7 Menurut undang-undang ini, yang dimaksud 
dengan anak adalah yang berusia 18  tahun dan belum menikah bahkan yang 
masih dalam kandungan pun termasuk di dalamnya.8
3. KUHPerdata (Pasal 330).
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 secara tersirat menyebutkan 
bahwa yang dimaksudkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
genap umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila 
perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka 
mereka tidak kembali lagi kedalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang 
belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian, di bawah kekuasaan 
orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur pada bagian ketiga, 
keempat, kelima dan keenam pada bab ini.9 Untuk menghilangkan keraguan 
yang timbul tentang apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur, 
                                                          
6Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif 
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 40.
7Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif 
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 41.
9Lihat Pasal 330Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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pemerintah mencabut ordonasi 21 Desember 1917 L.N 1917-738, menentukan 
sebagai berikut: apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum 
dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, yang 
dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun 
dan tidak menikah lebih dahulu. Apabia perkawinan itu dibubarkan sebelum 
umur 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi ke dalam istilah belum 
dewasa. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.10
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat (2) 
berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 47 ayat 
(1) menyatakan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 
belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
hanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”.11 Pasal 50 ayat 
(1) berbunyi “anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum 
pernah kawin, yang di bawah kekuasaan wali”. Dari pasal-pasal dari Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
undang-undang ini ditentukan batas belum dewasa (anak) bagi pria 19 
(Sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun akan 
                                                          
10Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif 
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 42.
11Lihat Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.
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tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan dan belum mencapai 21 tahun 
harus mendapat izin dari orang tua.
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam undang-undang nomor 4  tahun 1979 pasal 1 ayat (92) secara jelas 
dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
tahun dan belum pernah kawin”.12 Oleh sebab itu seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun tetapi sudah kawin, maka menurutnya undang-
undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat 92 tersebut sudah dikategorikan 
dewasa.
6. Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu.
Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu berbunyi 
“warga negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara 
yang pada waktu pemungutan suara untuk pemilihan umum sudah berumur 17 
(tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”.13
Ketentuan tersebut tentang persyaratan ikut memilih dalam pemiihan umum 
ditetapkan 17 tahun. Dalam usia 17 tahun ini, sistem hukum Indonesia melihat 
bahwa mereka sudah matang dan dewasa dalam berpikir serta dalam  
mempertanggung-jawabkan keputusan menyangkut politik kenegaraan. 
Dengan kepercayaan yang telah diberikan mereka akan menentukan hak-hak 
dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara Indonesia. Dewasa dari 
                                                          
12Lihat Pasal 1 ayat (92) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
13Lihat Pasal 28 Undang-undang Nomor 3Tahun 1999.
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segi ketatanegaraan, adalah apabila seseorang berusia 17 tahun.Ini berarti 
umur 17 belas tahun ke bawah dianggap belum dewasa dapat 
mempertanggung-jawabkan perbuatannya.14
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 
telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan belum 
pernah kawin”.15 Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dinyatakan : “batas umur anak 
nakal dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin”. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke 
sidang anak didasarkan pada beberapa pertimbangan di antaranya adalah 
pertimbangan sosiologis dan psikologis, bahwa anak yang belum mencapai 
umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggung-jawabkan 
perbuatannya.
8. Hukum Islam
Batasan usia seorang anak tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak 
ada tanda-tanda perubahan badaniah (akil baliq) baik bagi anak pria maupun 
anak wanita. Sehingga seorang anak yang sudah  akil baliq jika melakukan 
                                                          
14Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif 
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 43.
15Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak.
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suatu perbuatan kejahatan anak dapat dituntut atas kejahatan yang mereka 
lakukan dan unsur moral (al-Rukn al-Adabi).16
B. Pengertian Pencurian
Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara 
sembunyi-sembunyi. Syaratnya harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan, dan 
harta tersebut bukan harta syubat, baik diambil siang hari maupun malam hari, 
termasuk pencuri itu sendiri atau bersama yang lain, tempat tersembunyi maupun 
tempat terbuka, membawa senjata atau tidak.17 Pencuri bila ditinjau dari segi 
hukumnya dibagi menjadi  dua : pencuri yang diancam dengan hukuman ad dan 
pencuri yang diancam dengan hukuman ta’zi.
Pencuri yang diancam dengan hukuman ad dibagi menjadi dua : sariqah 
sughra (pencuri kecil/biasa), dan sariqah kubra (pencuri besar/pembegalan). Yang 
dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-
diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-
terangan atau dengan kekerasan.
Perbedaan antara pencurian biasa dengan hirabah, antara lain, bahwa dalam 
pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa 
sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya itu tanpa kerelaan pemiliknya.
                                                          
16H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo, 1997),  h. 3.
17H. M. Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan(Makassar: PT Umitoha 
Ukhuwah Grafika, 2011), h.250.
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Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau kekerasan 
yang dipakai, sekalipun tidak mengambil harta.
Pencurian yang diancam dengan ta’zi pun ada dua macam : pertama, 
pencurian yang diancam dengan ad , namun tidak memenuhi syarat untuk dapat 
dilaksanakan ad lantaran ada syubat (seperti mengambil harta anak sendiri atau 
harta bersama) dan kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, 
namun tidak atas kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya 
mengambil jam tangan yang berada ditangan pemiliknya dan membawanya lari atau 
menggelapkan uang titipan). Perbedaan antara pencuri dengan penggelapan, antara 
lain :
a. Hukuman pencurian adalah ad, sedangkan hukuman penggelapan adalah 
ta’zi.
b. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, 
sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta tidak 
dengan cara diam-diam.
c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan 
pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak 
disyaratkaan demikian.
d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nishabnya, 
sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
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Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain 
secara diam-diam, yang diambil berupa harta. Harta yang diambil merupakan milik 
orang lain dan ada itikad tidak baik.
Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain 
secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik 
orang lain dan ada itikad tidak baik.18
C. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli 
hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan 
pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang 
memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, 
dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban 
pidana. Dalam buku kutipan ini, pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara passif. Sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan 
wilayah perbutan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggung-jawaban 
pidana. Dengan kata lain, apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi 
sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.19
Moeljatno mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
                                                          
18Prof. Drs. H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam  
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),  h.71.
19Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.97.
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(sanksi) yang berupa pidana tersebut. Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan 
dengan subtansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi 
yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana 
berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana 
diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau 
diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan 
sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh 
peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan 
dengan kesadaran hukum masyarakat, kecuali ada alasan pembenaran.20
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang 
melakukannya. Dengan pengertian ini, maka ditolak pendapat Simons dan Van 
Hamel. Simon mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam 
dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel 
mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam 
Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan.
                                                          
20Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.98.
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Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan antara perbuatan 
pidana dan pertanggungjawaban pidana ternyata diikuti oleh beberapa ahli hukum 
pidana Indonesia. Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan 
pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian halnya yang dikemukakan oleh 
Indrianto Seno Adji yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 
seeorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu 
kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto 
tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Van Hamel, karena memasukkan 
kesalahan sebagai dari unsur perbuatan pidana.Padahal kesalahan tidak terkait dengan 
perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.Ketika 
seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, 
tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada 
orang itu, harus terdapat kesalahan dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan 
itu di luar dari perbincangan tentang perbuatan pidana. Dalam praktik peradilan, yang 
pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan 
kepadanya adalah apakah orang yang diadapkan kepadanya memang terbukti 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, 
hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang tersebut.
Berdasarkan uruian tersebut bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah 
unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan 
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pertanggugjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan pidana yang 
dikemukakan oleh Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto tidak  dikemukakan 
dalam buku yang di kutip ini, karena sejak awal karena sejak awal tulisan dalam buku 
ini mengikuti pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh mengenai perbuatan pidana 
sehingga unsur-unsurnya pun harus konsisten dengan pandangan kedua ahli hukum 
pidana tersebut.21
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.22
D. Batas Usia Bagi Pemidanaan Anak dan Sanksi Hukumnnya
Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak 
ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam  
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam 
Bergerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum 
Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan hitungan  usia tetapi mulai sejak adanya 
tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.
di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia 
Juvenile Delinquency, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. 
Memang penentuan batas usia ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan 
                                                          
21Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.99.
22Ismu Gunawi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta, PT. Prestasi 
Pustakaraya, 2011), h.41.
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seminar tahun 1953 di Rio de Janero yang mengambil batas usia 14 tahun, yang tidak 
dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya berapakah batas usia anak bagi pemidanaan anak di Indonesia? 
Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka 
ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah 
ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem
Peradilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :
1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-
kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 
kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang 
bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 
tahun, tetap diajukan ke sidang anak.
Disini tampak pembentuk Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia 
berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat 
keinginan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan 
psikologi anak.
Sekarang timbul pertanyaan bagaimana apabila kejahatan adalah di bawah 
batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan apa yang 
diambil dan apa dasar hukumnya? Dapat disimak pada pasal 5 Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1997, yang menegaskan bahwa :
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1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau 
diduga melakukan tindak pidana, maka teradap anak tersebut dapat 
dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang 
tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak 
tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang 
tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada 
Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan.
Apa yang kita dapat petik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum 
berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu 
tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan 
kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali, aatau orang tua 
asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; kedua, diserahkan kepada 
Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau 
orang tua asuhnya.
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Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi 
pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam 
sidang pengadilan bagi perkara anak.23
Penerapan sanksi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukuman yang 
diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan 
sanksi hukum ini dibagi atas : proses pradilan dan sanksi hukum. Proses pradilan 
disini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak. Sedangkan sanksi hukum tergantung pada pasal yang dilanggarnya.24
1. Proses Pradilan
Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak, 
yang pengangkatannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan surat  
keputusan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim 
terebut bertugas. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak 
tercantum dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yang 
menentukan telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam 
lingkungan pengadilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 
memahami masalah anak. Pemeriksaan pada sidang anak, maka pemeriksa 
terdiri dari hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum yang tidak 
menggunakan toga, juga penitera yang bertugas tidak menggunakan jas. Hal 
ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan 
                                                          
23Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak,  h.25.
2424Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK Konstitutional Anak 
(perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 159.
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menakutkan atau seram teradap anak yang diperiksa, akan tetapi sebaliknya 
memberikan kesan kekeluargaan. Pemeriksaan sidang anak dengan hakim 
tunggal menurut pasal 11 ayat (1) yang tujuanya agar sidang perkara anak 
dapat diselesaikan secara cepat. Perkara yang diselesaikan dengan hakim 
tunggal adalah perkara pidana anak yang ancaman hukumannya 5 (lima) 
tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah. Apabila tindak pidananya 
diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya 
sulit, maka perkaranya diperiksa dengan hakim majelis menurut pasal 11  ayat  
(2). Hakim yang memeriksa perkara anak, berhak melakukan penahanan 
teradap terdakwa untuk pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Jika 
jangkau waktu tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, maka penahanan 
dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) 
hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan, terdakwa dapat ditahan maksimal 
45 (empat puluh lima) hari. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, 
sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Jika perkaranya dibanding, terdakwa 
dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari  dan dapat 
diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari (Pasal 48). Apabila 
perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berhak menahan terdakwa untuk 
kepentingan pemeriksaan sidang paling lama 25 (dua puluh lima) hari dan 
dapat diperpanjang oleh Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (pasal 49). Adapun pejabat yang berhak melakukan penahanan dimaksud 
30
adalah Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, 
Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahap pemeriksaan di pengadilan Negeri, serta 
Ketua Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaaan banding dan kasasi. 
Sesuai pasal 56 bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada 
pembimbing Pemasyarakatan agar menyampaiakan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.25
Pembimbing Pemasyarakatan adalah pembimbing Pemasyarakatan pada 
Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.
Apabila tidak ada pembimbing Pemasyarakatan maka menurut Pasal 12 ayat 
(2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. PW. 07. 101997, hakim dapat 
meminta kepada balai Pemasyarakatan terdekat.
Laporan hasil penelitian bimbingan Pemasyarakatan memuat data individu 
anak dan keluarganya, kesimpulan atau pendapat dari pembimbing 
Pemasyarakatan yang memuat laporan hasil penelitian. Hakim wajib meminta 
penjelasan kepada pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang 
berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih 
lengkap.
Hakim anak yang bertugas mengetokkan palu sebanyak tiga kali dengan 
menyatakan sidang tertutup untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHP dan 
Pasal57 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997). Hal ini dimaksudkan 
                                                          
2525Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK Konstitutional Anak 
(perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 160.
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agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan masa 
depannya. Bunyi Pasal 57 ayat 2 menghendaki agar terdakwa selain 
didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali, atau 
orang tua asuh serta pembimbing Pemasyarakatan pada balai  Pemasyarakatan 
(Bapas). Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada 
terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh 
dijatuhkan sekaligus. Dalam menentukan hukuman pidana, hakim 
memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya, 
memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, orang 
tua asuh, hubungan antara  anggota keluarga dan lingkungannya, serta laporan 
pembimbing Pemasyarakatan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, 
hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa 
keadilan.
2. Sanksi Hukum
Sanksi hukum teradap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan diatur 
dalam bab III yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (dua) 
macam berupa pidana dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang-undang 
Nomor 3 tahun 1997. Sanksi hukum berupa pidana terdiri atas pidana pokok 
dan pidana tambahan. Ada empat macam pidana pokok sebagaimana 
diterapkan dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu : (1) pidana penjara; (2) pidana 
kurungan; (3) pidana denda; (4) pidana pengawasan. Mengenai pidana 
tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 (tiga)  ada dua macam, yaitu : 
32
(1) perampasan barang-barang berharga tertentu; (2) pembayaran ganti rugi. 
Jika ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka 
dapat dilihat pada hukuman pokok yang terdiri atas empat macam berupa : (1) 
pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. 
Sesuai bunyi Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana penjara seumur 
hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya paling lama 10 
(sepuluh) tahun. Kemudian hukuman tambahan dalam Pasal 10 KUHP 
terdapat tiga macam  berupa : (1) pencabutan beberapa hak tertentu; (2) 
perampasan barang tertentu; serta (3) pengumuman keputusan hakim.
Perbandingan pidana tambahan tersebut, nampak bahwa Undang-undang 
peradilan anak tidak menghendaki adanya pencabutan yang dimiliki oleh seorang 
anak. Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah 
berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, 
sanksi tersebut ada tiga (3) macam yaitu, mengembalikan kepada keluarganya, 
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja, menyerahkan kepada Departemen Sosial Pemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.26
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E. Pertimbangan Pidana dan Perlakuan Anak Dalam Proses Peradilan
Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya 
perkara yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa tidak akan menjamin 
terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal 
mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.
Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidik sampai diputuskan pidananya 
dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang 
membuat Case Study tentang anak dalam sidang.
Adapun yang tercantum dalam Case Study ialah gambaran keadaan anak 
tersebut, berupa :
1. Masalah sosialnya;
2. Kepribadian anak tersebut;
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya riwayat sejak kecil, pergaulan di luar 
dan di dalam rumah, hubungan antara bapak, ibu dan si anak, hubungan si 
anak dengan keluarganya, latar belakang saat dilakukannya tindak pidana 
tersebut dan lain-lain.27
Semua itu didapat dari keterangan anak tersebut, orang tuanya, wali, orang tua 
asuhnya, lingkungan sekitarnya (guru, RT/RW dan lurah setempat). Dalam 
mengumpulkan bahan-bahan Case Study ini sangat besar pengaruhnya teradap 
perkembangan anak di kemudiaan hari, karena dalam memutuskan perkara anak 
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dengan melihat gambaran keadaan anak tersebut secara khusus. Sedangkan apabila 
hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan Case Study, 
maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari anak tersebut sebab 
hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu 
beberapa jam saja dan biasanya dalam Case Study petugas BIPSA menyarankan pada 
hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil guna kepentingan dan lebih 
memenuhi kebutuhan anak.
Demikianlah walaupun Case Study ini tidak mengikat hakim, namun ia 
merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim. 
Sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara anak di muka sidang 
pengadilan.
Pertimbangan pidana dan perlakuannya teradap anak-anak yang melakukan 
tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini 
keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif 
pada anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.
Case Study ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi 
anak tersebut, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, yaitu anak tersebut dapat dijatuhi tindakan 
(bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah 
berumur 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut.28
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Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut ditentukan dalam pasal 
24 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, yaitu :
1. Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 
putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan melihat 
menyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu anak 
tersebut agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana..
2. Anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak 
memberi jaminan dapat membantu anak tersebut dalam perbaikan dan 
pembinaannya. Misal : orang tua tidak memberi contoh yang baik (cerai, 
kumpul kebo, dan lain-lain) maka pilihan yang tepat ialah  menjadikan ia anak 
Negara.
3. Anak tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendididkan, pembinaan dan latihan 
kerja. Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan  
membina anak tersebut ke arah yang lebih baik, sehingga anak tersebut tidak 
melakukan perbuatan pidana lagi.
Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut terdapat dalam 
Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, yaitu pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana pokok meliputi :
1. Pidana penjara,
2. Pidana kurungan,
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3. Pidana denda, dan
4. Pidana pengawasan.
Adapun pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentudan/atau 
pembayaran ganti rugi.29
Pasal 44 Undang-undang SPPA menentukan bahwa hakim memeriksa dan 
memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua 
pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis 
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau 
lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh 
seorang panitera atau panitera pengganti.
Sebelum sidang dibuka, hakim anak memerintahkan pembimbing 
kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan. Setelah laporan 
penelitian kemasyarakatan disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, hakim 
membuka sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke 
dalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, 
penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Perlakuan khusus dalam 
persidangan anak antara lain :
1. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, 
oleh karena itu hakim, jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian, 
atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
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3. Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik 
berstatus sipil maupun militer;
4. Turut sertanya Bapas membuat laporan penelitian kemasyarakatan teradap 
anak;
5. Hukuman lebih ringan.30
Pada umumnya, para hakim pengadilan belum memahami syarat penahanan 
anak adalah atas dasar pertimbangan kepentingan anak atau atas dasar pertimbangan 
kepentingan masyarakat. Dasar pertimbangan kepentingan anak atau kepentingan 
masyarakat, harus dilampirkan dalam surat perintah/penetapan penahanan anak. Para 
hakim masih memahami bahwa syarat dan tujuan dilakukan penahanan anak adalah 
agar anak tidak melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. 
Sesungguhnya harus dipahami bahwa dasar/tujuan dilakukan penahanan anak, atas 
dasar pertimbangan kepentingan anak atau dasar kepentingan masyarakat, dan 
pertimbangan-pertimbangan tersebut harus terlampir dalam surat perintah/penetapan 
penahanan anak.
Pasal 35 Undang-undang SPPA menentukan bahwa dalam hal penahanan 
dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat 
melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu penahanan atas 
permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 
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(lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir dan hakim belum 
memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Pada permulaan persidangan, hakim menanyakan kepada Penuntut Umum 
tentang orang tua/wali atau orang tua asuh datang atau tidak. Keadiran orang 
tua/wali atau orang tua asuh anak, sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang 
kehidupan anak, dan motif anak melakukan tindak pidana.Bila orang tua/wali atau 
orang tua asuh tidak adir, maka sidang ditunda sampai mereka dapat adir. Apabila 
tidak dapat adir, maka sidang dapat diteruskan tanpa diadiri orang tua/wali, atau 
orang tua asuh anak.
Hakim memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu mempersilahkan 
Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Sesudah itu, terdakwa atau Penasihat 
Hukumnya, diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atau 
dakwaan Penuntut Umum. Pada waktu pemeriksaan saksi, hakim memerintahkan 
agar terdakwa dibawa ke luar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya  
hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Hakim harus cermat dan teliti teradap 
keadaan terdakwa, untuk menentukan anak ke luar sidang pengadilan atau tidak, 
waktu pemeriksaan saksi-saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat 
mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari  
persidangan dalam rangka perlindungan anak. Pasal 58 Undang-undang SPPA 
menentukan bahwa pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, hakim 
dapat memerintahkan agar anak keluar sidang.
39
Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, orang tua/wali, 
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Pemasyarakatan 
tetap adir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat adir untuk 
memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan 
Anak Korban dan/atau Anak Saksi di dengar keterangannya di luar sidang pengadilan 
melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Pemasyarakatan di 
daerah hukum setempat dengan diadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan 
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau melalui pemeriksaan langsung 
jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang 
tua/wali, Pembimbing Pemasyarakatan atau pendamping lainnya. Ketentuan Pasal 58 
Undang-undang SPPA ini, memberikan perlindungan teradap anak, yang bila 
diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim sebagaimana mestinya.31
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN MENURUT 
HUKUM ISLAM
A. Konsepsi Anak Menurut Hukum Islam
Dalam hukum pidana Islam, batasan usia minimum seorang anak tidak 
dijelaskan secara jelas, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para 
ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh mengenai batas usia 
minimum bagi anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan 
dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak. Penetapan umur dianggap 
penting, karena baik dalam hukum nasional maupun hukum pidana Islam, umur 
dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan 
dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, 
ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban 
hukum (mukallaf), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum 
(anak-anak).1
Dalam Fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan umur 
anak disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Para ulama 
fiqh berijma’, bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang baligh.
Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Seorang 
anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa dapat dilihat dari pendapat Imam 
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Syafii, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suwardi dalam 
bukunya hukum perjanjian Islam. Imam SyafiI mengungkapkan apabila telah 
sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki 
yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 
tahun maka sudah dianggap dewasa.2
B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Makna harfiyah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat 
adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan 
masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariat berarti jalan yang 
dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat.3 Syariat 
juga diartikan sebagai jalan yang lurus sebagaimana dalam Q.S. Al-Jatsiyah/45: 18 
Allah swt. Menyebutkan :
                 
Terjemah :
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu  syariat (peraturan) 
dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat dan janganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.4
Ayat di atas memaparkan pengertian syariat yang identik dengan seluruh 
ajaran Islam. Semua diseru untuk mengikuti syariat-Nya dan melarang mengikuti 
                                                          
2Chairuman Pasibaru, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika), h. 10.
3Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung : Pustaka setia, 2007), h.37.
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2009), h.500.
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hukum di luar syariat yang disebut dengan “hawa nafsu”. Syariat merupakan konsep 
subtansial dari seluruh ajaran islam.5
Dalam mempelajari fikih jinayah ada dua istilah yang harus dipahami terlebih 
dahulu sebelum mempelajari materinya. Pertama istilah jinayah dan kedua istilah 
jarimah. Kedua secara etimologis mempunyai arti yang sama. Selain itu istilah yang 
satu menjadi mudarif (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal.
Walaupun keduanya berbeda dalam penerapannya.
Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatann yang mengganggu 
ketentraman umum serta tindakan melawan hukum. Artinya istilah ini mengacu 
kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada 
perbuatan yang dilarang. Secara bahasa kata jinaayat adalah bentuk jama’ dari kata 
jinaayah yang berasal dari jamaa dzanba yajniihi jinaayatan yang berarti melakukan 
dosa. Sekalipun isim mashdar (infinitf), dari kata jana, yang berarti seseorang 
melakukan perbuatan yang dilarang. Pengertian ini adalah pengertian umum, akan 
tetapi pengertian khususnya dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Kata jinayah 
dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia 
mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah 
syara’, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi 
hukuman qishash atau membayar diyat.
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Adapun Fiqih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf sebagai hasil pemahaman 
atas dalil yang terperinci. Ahmad Wardi Muslich memberikan pandangan bahwa fikih 
jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan 
manusia yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-
dalil yang terperinci. Dengan demikian bahwa objek pembahasan fikih jinayah secara 
umum meliputi kejahatan (jarimah) dan ancaman hukumannya (uqubah).
Tujuan disyari’atkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, 
harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan, seperti : 
pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum 
khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan 
gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan fuqaha’, perkataan jinayah 
berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Selain itu, terdapat fuqaha’ 
yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 
hukuman hudud dan qishash – tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam 
dengan hukuman ta’zir.
Akan tetapi mayoritas fuqaha menggunakan kata jinayah hanya untuk 
perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan yang seseorang, seperti pembunuhan, 
penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian fuqaha 
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yang membatasi pemakaian kata jinayah kepada tindak pidana (jarimah hudud dan 
qisas).6
Dalam pandangan Islam perbuatan yang dikategorikan jarimah (tindak 
pidana, peristiwa pidana, atau delik) adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik (anggota badan atau jiwa), harta 
benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal 
yang lain dan harus dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, suatu perbuatan dianggap 
jarimah jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, 
baik dalam bentuk material maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti 
ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.
Penyebab perbuatan yang merugikan di antaranya tabiat manusia yang 
cenderung ingin menguntungkan diri sendiri walaupun hasil pilihan atau perbuatan 
tersebut merugikan orang lain. Kenyataannya itulah yang memerlukan kehadiran 
peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi 
tidak berarti tanpa dukungan yang memaksakan seseorang untuk memenuhi peraturan 
tersebut. Dukungan ini dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang 
menyertai kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung 
peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang 
                                                          
6Hamzah Hazan, Hukum Pidana Islam I (Makassar : Alauddin University Press, 2014),  h.1.
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bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain tidak meniru 
perbuatan yang sama.7 Dalam Q.S. Asy-Syura/42: 40 Allah swt. Menyebutkan :
              
  
Terjemahan :
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi 
barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang 
berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai 
orang-orang zalim.8
Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan-larangan 
Syara’ yang diancam hukuman had atau hukuman ta’zir, larangan tersebut 
adakalanya berupa perbuatan yang diharamkan, atau  meninggalkan yang disuruh. 
Juga telah disebutkan bahwa dengan penyebutan kata-kata “Syara”, dimaksudkan 
bahwa  larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara’, 
danberbuat atau tidak berbuat bardu dianggap jarimah, apabila diancam hukuman 
terhadapnya.
Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang  dari Syara’ 
maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang 
berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif), sebab pembebanan itu 
artinya panggilan (khitab), dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati 
                                                          
7Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam, h.33.
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 487.
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tidak dapat memahami, dengan begitu tidak mungkin menjadi objek panggilan 
tersebut.9
C. Batas Usia Bagi pemidanaan Anak dan Sanksi Hukumnya Menurut Hukum 
Islam
` Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak 
ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam  
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam 
Bergerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum 
Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan hitungan  usia tetapi mulai sejak adanya 
tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.10
Didalam menangani sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang anak yang 
belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen untuk dapat 
memutuskan perkara perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang 
digariskan Islam. Berikut adalah pendapat pendapat para Imam Madzhab:
1. Imam Abu Hanifah.
Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa anak mumayiz (berakal) yang murtad tidak 
di hukum mati dalam keadaan sebagai berikut :
                                                          
9Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2015) h.113.
10Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak,  h.25.
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a. Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya dan setelah baligh ia murtad. 
Dalam hal ini menurut qisas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia 
tidak dibunuh karena syubhat.
b. Apabila ia murtad pada masa kecilnya, apabila masa kecilnya Islam, 
kemudian setelah baligh ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, 
berdasarkan istihsan, karena ada syubhat.
c. Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang  ditemukan di negeri Islam. 
Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara 
(Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum 
muslimin.
2. Imam Malik
Menurut Imam Malik, anak mumayiz yang murtad harus di hukum bunuh apabila 
ia murtad setelah baligh, kecuali :
a. Anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam.
b. Anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir, baik ia (anak 
tersebut) sudah mumayiz atau belum. Dalam dua keadaan ini, ia tidak 
dibunuh, melainkan dianjurkan untuk kembali kepada Islam, dengan 
dikenakan hukuman ta’zir. Menurut mazhab yang lain, anak mumayiz tetap 
dihukum mati apabila setelah baliqh ia menjadi murtad. Dalam hal ini, 
statusnya disamakan dengan laki-laki atau wanita yang murtad. Seorang 
dianggap murtad apabila ia berakal sehat. Dengan demikian, orang yang tidak 
berakal pernyataan murtadnya tidak sah, seperti orang gila, sakit ingatan, 
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mabuk karena barang mubah, atau anak kecil yang belum tamyiz, yang 
akalnya belum sempurna. Adapun penyataan murtad dari anak kecil mumayiz 
(berakal) diperselisihkan oleh fuqaha.
Menurut Iman Abu Hanifah dan Imam Muhammad, baligh (dewasa) bukan 
merupakan syarat untuk sahnya murtad. Dengan demikian murtadnya anak 
kecil yang sudah berakal (mumayiz) hukumnya sah.Iman Abu Yusuf 
berpendapat bahwa anak kecil yang belum baligh riddahnya tidak sah. 
Pendapat Iman Abu Hanifah diikuti oleh Imam Malik dan sebagian 
Hanabilah, sedangkan sebagian ulama Hanabilah yang lain mengikuti 
pendapat Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan beralasan bahwa 
anak yang mumayiz apabila menyatakan Islam hukumnya sah, demikian pula 
sebaliknya, apabila ia menyatakan murtad, hukumnya juga sah. Hal ini karena 
imam dan kafir kedua-duanya merupakan perbuatan nyata yang keluar dari 
hati sebagai salah satu anggota badan. Pengakuan dari anak kecil yang sudah 
berakal menunjukkan adanya kedua hal terebut (iman dan kufur). Akan tetapi, 
imam Abu Yusuf berargumentasi (beralasan) bahwa anak kecil dalam tasarruf 
yang betul-betul merugikan, dianggap tidak ada. Oleh karena itu,anak kecil 
talaknya tidak sah. Demikian pula memerdekakannya, dan pemberiannya, 
termasuk murtadnya juga tidak sah karena murtad termasuk tindakan yang 
merugikan. Adapun pernyataan iman dari anak kecil (mumayiz) hukumnya 
sah, karena iman termasuk tindakan yang betul-betul menguntungkan. Itulah 
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sebabnya menurut Iman Abu Yusuf, Islamnya anak kecil (mumayiz)
hukumnya sah tetapi murtadnya tidak sah.
3. Imam Syafi’i
Menurut fuqaha Syafi’iyah murtadnya anak kecil dan Islamnya hukumnya tidak 
sah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Zufar dari pengikut mazhab 
Hanafi, Zhahiriyah, dan Syi’ah Zaidiyah. Meskipun demikian, kelompok Syafi’i 
tetap mengakui keislaman anak kecil, karena ia mengikuti kedua orang tuanya 
atau salah satunya yang masuk Islam. Adapun anak dari orang yang murtad, baik 
yang murtad bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya, hukumnya tetap anak 
musim. Setelah mereka dewasa dan tetap dalam keislamannya maka ia betul-betul 
muslim. Akan tetapi, apabila setelah dewasa mereka kafir maka mereka (anak-
anak) itu termasuk murtad, dan kepada mereka diberlakukan ketentuan-ketentuan 
orang yang murtad. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, 
Zhahiriyah, dan Syi’ah Zaidiyah, apabila seorang ibu atau bapak masuk Islam 
maka anak-anaknya yang masih kecil dihukumi Islam, karena ia mengikuti orang 
tuanya. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa agama anak mengikuti 
agama bapaknya. Artinya, jika bapaknya masuk Islam maka anak-anaknya yang 
masih kecil dihukumi Muslim. Akan tetapi apabila ibunya masuk Islam 
sedangkan bapaknya tidak, maka anaknya tetap kafir karena anak mengikuti 
bapaknya, tidak mengikuti ibunya.
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4. Hukuman Pengganti
Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua keadaan, sebagai
berikut :
a. Apabila hukuman pokok gugur karena tobat.
b. Apabila hukuman pokok gugur karena syubhat.
5. Hukuman Tambahan
a. Penyitaan atau perampasan harta.
b. Berkurangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf.11
D. Pertimbangan Pidana dan Perlakuan Anak Yang Melakukan Pencurian 
Menurut Hukum Islam
Agama Islam dengan ketiga rukunnya, yakni iman, Islam, dan ihsan atau 
akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukkan bagi kepentingan manusia. 
Tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan yang menurunkannya, karena Allah 
memang tidak memiliki kepentingan sekecil apapun. Karena itu setiap ketentuan 
agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta
perlindungan hak dan kepentingan manusia. Untuk memelihara kepentingan manusia 
ini, maka Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan 
suatu tindak pidana atau jarimah.
                                                          
11http://jefrielfatih.blogspot.co.id/2010/11/blogger.html. Diakses tanggal 7 Mei 2016, pukul 
11:57 Wita.
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Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga 
telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal 
yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban 
pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 
perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang 
ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar 
kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan 
itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak 
dilakukan.
Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat 
tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang 
telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang 
melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya 
sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain 
ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang 
terdapat dalam diri pelaku jarimah. Jelanya, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat 
terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan 
pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.
Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, 
disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syara’, atau 
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perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syara’).
Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman 
pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain:
1. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam disebut ikrah, 
yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu 
luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
2. Karena gila
3. Karena mabuk
4. Karena belum dewasa. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan atau jarimah
yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum 
dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. 
Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan 
secara pidana terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya. Dengan 
demikian anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak bisa 
dihukum secara pidana. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum 
secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana 
yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban. Orang tua 
dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang 
dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau kurangnya 
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perhatian kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab 
terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu. Sebab itulah 
khalifah Umar bin Khattab menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik 
sebagai salah satu hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana 
(jarimah), maka, yang harus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya”.
Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan 
tindak pidana atau jarimah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena 
orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak 
menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka 
orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi 
karena kelalaiannya. Namun demikian jika anak di bawah umur melakukan tindak 
pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia 
harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh 
dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah
menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua, adalah 
perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang 
merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak 
melakukan hal yang sama.
Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, 
antara lain:
54
1. Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku 
jarimah;
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang 
melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan 
perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku jerah karena rasa sakit dan 
penderitaan lainnya, dan tidak mengulanginya lagi.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan 
anggota masyarakat pun akan baik pula.
4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya.
Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk 
menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan 
yang tidak baik, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain 
sehingga apa yang dilakukannya dikemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan 
ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata 
karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. 
Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan 
sebagai upaya pendidikandan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan 
untuk pembalasan atas perbuatannya.12
                                                          
12https://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com/2014/04/09/ahmad-lonthor/ Diakses tanggal 10 
Juni 2016, pukul 00:37 Wita.
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BAB IV
ANALISIS KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh 
Anak dibawah Umur
Menurut hukum Islam, secara esensial bahwa kejahatan atau jarimah yang 
dilakukan anak tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu 
bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang 
masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap 
tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya. Dengan demikian anak di bawah 
umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak bisa dihukum secara pidana.
Akan tetapi orang tua anak di bawah unsur tersebut dihukum secara perdata dengan 
membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan 
anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.Orang tua dibebani 
kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan 
anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau kurangnya perhatian kepada 
anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak 
pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu. Sebab itulah khalifah Umar bin 
Khattab menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satu 
hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (jarimah), maka, yang 
harus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya”.
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Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan 
tindak pidana atau jarimah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena 
orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak 
menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka 
orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi 
karena kelalaiannya. Namun demikian jika anak di bawah umur melakukan tindak 
pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia 
harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh 
dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah
menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua, adalah 
perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang 
merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak 
melakukan hal yang sama. 
Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, 
antara lain:
1. Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku 
jarimah;
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang 
melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan 
perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku jera karena rasa sakit dan penderitaan 
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lainnya, dan tidak mengulanginya lagi. Orang lain juga tidak akan berani meniru 
perbuatan pelaku jarimah sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan 
anggota masyarakat pun akan baik pula.
4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya.
Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk 
menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan 
yang tidak baik, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain 
sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan 
ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata 
karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. 
Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan 
sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan 
untuk pembalasan atas perbuatannya.
B. Ketentuan Hukum Nasional Tentang Pidana Pencurian Yang Dilakukan 
Oleh Anak dibawah Umur
Menurut Pasal 2 Undang-undang SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan 
Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :
1. Perlindungan;
2. Keadilan;
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3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan  tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.
Menurut pasal 3 Undang-undang SPPA menentukan bahwa setiap Anak 
dalam proses pengadilan berhak :
1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, 
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
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9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Peradilan Umum, artinya 
bahwa Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara Anak Nakal dan 
bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tinggi. Dalam hal 
koneksitas, misalnya seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa 
yang berstatus militer, penyidangan perkara harus dipisah. Maksudnya anak diadili 
dalam sidang Pengadilan Anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang 
berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer.
Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian 
kenakalan anak. Maksudnya, pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-undang Pengadilan Anak dalam pasal-
pasalnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara 
pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu sebagai berikut :
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1. Pembatasan umur (Pasal 1 ayat (3) UU SPPA)
Anak yang Berkonfik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan 
anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang 
pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan 
belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap 
diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 UU SPPA)
2. Ruang lingkup masalah dibatasi
Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut 
perkara Anak. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi 
masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang 
Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara anak.
3. Ditangani pejabat khusus
Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut 
Umum Anak, dan Hakim Anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan
Undang-undang SPPA mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 
Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan.
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5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan
Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, 
karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak 
memakai toga. Pasal 18 UU SPPA menentukan bahwa dalam menangani perkara 
Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 
Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraaan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, 
Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum yang lainnya wajib 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana 
kekeluargaan tetap terpelihara.
6. Keharusan Splitsing
Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus 
sipil maupun militer
7. Acara pemeriksaan tertutup
Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan  secara tertutup, dan putusan 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan 
Pasal 54 UU SPPA).
8. Diperiksa oleh hakim tunggal 
Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama 
dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 
7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) 
UU SPPA), perkara diperiksa dengan hakim majelis. Bila hal ini ditinjau dari segi 
perlindungan anak, dapat diketahui tidak memberikan perlindungan hukum 
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terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan 
hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua 
Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit 
pembuktiaannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas 
perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana 
anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU SPPA (viktimisasi 
struktural).
9. Masa penahanan lebih singkat
Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA 
dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini 
memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak 
begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental 
dan sosial anak.
10. Hukuman lebih ringan 
Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak (Pasal 69-83 UU SPPA), lebih ringan 
dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak 
adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU SPPA). Hal ini juga bila ditinjau 
dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 
KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak, Hakim Pengadilan 
Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan 
pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium/the last 
resort).
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C. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak 
di bawah Umur
Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili 
secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, 
seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan 
anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan 
yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan 
tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan 
kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, 
rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat 
normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Sistem 
Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 5 
ayat (1) UU SPPA). Menegakkan keadilan terhadap anak dan memerhatikan masa 
depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina anak sekaligus melindungi 
segenap bangsa Indonesia.
Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus 
dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana 
atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, 
fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif 
64
dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. 
Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu 
diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai satu-satunya 
dasar pemidanaan; setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat 
keadilannya saja, melainkan juga akibat sifat kerukunan yang akan dicapainya, 
karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan; pemidanaan merupakan tindakan 
terhadap Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; penilaian Anak Nakal atau Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan 
rokhaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan 
pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan.
Apabila setelah dipertimbangkan ternyata mereka kurang atau tidak mampu 
menerima pidana tersebut, maka mereka berhak untuk diberi pelayanan dalam bentuk 
pembinaan sebagai Anak Negara. Pasal 50 Rancangan KHUP Nasional, menentukan 
bahwa tujuan pemidanaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) 
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang 
yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
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Pertimbangan psikologis dan mengingat masa depan anak, jika Hakim 
memutuskan anak tersebut dikembalikan ke orang tua atau wali atau orang tua 
asuhnya, maka orang tua/wali/orang tua asuhnya mengoreksi atau introspeksi diri 
atau keluarga, untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan. Tindakan 
selanjutnya, orang tua atau wali atau orang tua asuhnya diharapkan melakukan suatu 
perbuatan yang memungkinkan tercipta kembali keharmonisan keluarganya, dapat 
berupa perhatian terhadap perkembangan jasmani maupun rohani anak, sehingga 
kejadian yang menimpa anaknya tersebut tidak terulang.
Jika anak itu diserahkan kepada negara atau pejabat sosial atau organisasi 
sosial kemasyarakatan, maka anak tersebut dididik dengan berbagai upaya untuk 
menghilangkan tabiat buruk dan berbuat baik, serta sadar berdisiplin. Diharapkan 
setelah anak tersebut keluar dari tempat didikannya, mampu kembali ke masyarakat 
dan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila Hakim menilai bahwa perbuatan yang 
dilakukan anak itu, dipandang berat serta mengakibatkan kegelisahan dalam 
masyarakat, maka anak itu dijatuhi pidana. Hakim Anak tidak menjatuhkan pidana 
semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat 
masa depan anak atau mepertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 
Seorang anak yang belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan 
kesalahannya, lingkungan bisa memberikan peluang padanya untuk melakukan 
pelanggaran itu.
Hukuman percobaan (probatian) bagi anak lebih banyak manfaatnya daripada 
hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orang tua/wali/orang 
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tua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Penanganan yang salah 
dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau 
kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa 
mendatang. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum mereka, dicanangkan 
untuk memberikan pendidikan, agar mereka tidak terjerumus menjadi penjahat 
kaliber setelah menjalani hukuman.
Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya 
pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak 
Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya 
pidana penjara dan ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus 
memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh 
anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang 
tua/wali/ovang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan 
Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.
Menurut Pasal 69 UU SPPA menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi 
pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak 
yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya 
UU SPPA menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau 
keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan 
dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
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Pasal 109 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000), 
menentukan bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana nominal, yang berupa: pidana peringatan; atau pidana teguran keras; 
b. Pidana dengan syarat, yang meliputi: pidana pembinaan di luar lembaga; pidana 
kerja sosial; atau pidana pengawasan; 
c. Pidana denda, atau 
d. Pidana pembatasan kebebasan, yang meliputi pidana pembinaan didalam 
lembaga; pidana penjara; atau pidana tutupan.
Pidana tambahan terdiri atas: a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau 
tagihan; b. Pembayaran ganti kerugian; atau c. Pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan 
Rancangan KUHP Nasional ini lebih luas mengatur tentang alternatif pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap anak.Diharapkan agar segera diberlakukan KUHP Nasional 
tersebut dalam rangka perlindungan anak.
a. Pidana
Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 
KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 
pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa seumur hidup 
atau sementara waktu, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana denda. 
Pidana tutupan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946. Sementara pidana tambahan 
dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan 
pengumuman putusan hakim.
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Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah Pidana pokok bagi Anak 
terdiri atas:
a. Pidana peringatan; 
b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan di luar lembaga; 
2) Pelayanan masyarakat; atau; atau
3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga; dan  
e. Penjara.
Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 
denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada 
Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 
71 UU SPPA).
Pasal 72 UU SPPA menentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana 
ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya Pasal 73 
menentukan UU SPPA menentukan Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh 
Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam 
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putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan 
syarat khusus.
Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama 
menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau 
tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap 
memerhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama 
daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat 
paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut 
Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 
pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama 
Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 
(sembilan) tahun.
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 (UU SPPA), lembaga 
tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya (Pasal 74 UU 
SPPA). Pasal 75 UU SPPA menentukan bahwa pidana pembinaan di luar lembaga 
dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang 
dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. 
mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus tersebut, 
pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang 
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masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa 
pembinaan yang belum dilaksanakan.
Pasal 76 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelayanan masyarakat 
merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan 
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak 
memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan 
masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim 
pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian 
pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan 
masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 
(seratus dua puluh) jam. Pasal 77 UU SPPA menentukan pidana pengawasan yang 
dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) 
tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah 
pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA dilaksanakan di lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal 
Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan 
kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 
1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
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dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan 
mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 79 UU SPPA).
Pasal 80 UU SPPA menentukan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga 
dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, 
baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga 
dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari 
lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan 
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Sedangkan Pasal 81 UU SPPA menentukan bahwa Anak dijatuhi pidana 
penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan 
masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu 
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di 
LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah 
menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik 
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya 
digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak 
merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun.
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Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak maksimal 2 (dua) 
tahun, Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Hal itu sepenuhnya tergantung 
kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan
pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum atau syarat khusus. Syarat umum, 
adalah bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana 
bersyarat. Syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor 
atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan 
(Bapas). Masa pidana bersyarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan 
paling lama 3 (tiga) tahun.
Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 
(Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan, Anak juga mendapat 
kesempatan sekolah.Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk 
anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak 
dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan.Laporan penelitian kemasyarakatan sesudah adanya 
putusan (vonis) dan tindakan (beschikking) Hakim, merupakan bahan untuk 
menentukan rencana klien Balai Pemasyarakatan.
b. Tindakan
Pasal 122 ayat (2) Rancangan KUHP Nasional (tahun 1999-2000) menentukan 
bahwa tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana 
pokok adalah:
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1) Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya; 
2) Penyerahan kepada pemerintah; 
3) Penyerahan kepada seseorang; 
4) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan 
swasta;
5) Pencabutan surat izin mengemudi;
6) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
7) Perbaikan akibat tindak pidana; 
8) Rehabilitasi; dan atau 
9) Perawatan di lembaga.
Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA dapat diketahui bahwa tindakan yang dapat 
dikenakan kepada Anak meliputi: 
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 
pemerintah atau badan swasta; 
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan dikenakan paling lama 1(satu) tahun.
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Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak 
pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 83 menentukan bahwa Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang 
dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap 
Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan 
memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.
4. Hak-hak Anak daiam Proses Persidangan
Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan antara lain:
a. Hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 
KUHAP); 
b. Hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri siding pengadilan (Pasal 
146 ayat (1) KUHAP); 
c. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang apa yang didakwakan (Pasal 51
KUHAP); 
d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 
KUHAP);
e. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 
178 KUHAP); 
f. Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) 
KUHAP);
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g. Hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan 
wewenang suatu pengadilan (Pasal 148 ayat (3) KUHAP);
h. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan 
tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) dan 
(4) KUHAP);
i. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 165 ayat (2) KUHAP;
j. Hak untuk saling menghadapkan saksi (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);
k. Hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf
b KUHAP);
l. Hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim (Pasal 196 ayat (1) 
KUHAP).
m. Hak untuk mendapatkan penjelasan hak-haknya setelah putusan dibacakan, yang 
meliputi: 1) hak segera menerima atau menolak putusan; 2) hak mempelajari 
putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
n. hak untuk meminta penangguhan pelaksaanaan putusan dalam tenggang waktu 
yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia 
menerima putusan; 4) hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat 
banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam 
hal ia menolak putusan; 5) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini 
(Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
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o. Hak untuk meminta penundaan pemeriksaan sidang guna pembelaan (Pasal 203 
ayat (3) KUHAP);
p. Hak untuk menunjuk wakil (Pasal 213 KUHAP);Hak untuk meminta penjelasan 
tentang hukum yang berlaku (Pasal 221 KUHAP);
q. Hak untuk menerima petikan surat putusan pengadilan (Pasal 226 KUHAP);
Di samping hak-hak ini, hak-hak anak lainnya adalah: hak atas persidangan yang 
tertutup untuk umum, hak atas adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan 
dari Balai Pemasyarakatan yang memaparkan tentang kehidupan anak (pada 
umumnya laporan tersebut menguntungkan anak), hak untuk didampingi oleh 
penasihat hukumnya, hak atas penasihat hukum di pengadilan dalam kasus-
kasusnya, hak atas suasana kekeluargaan selama proses sidang; hak atas 
hukuman yang bijaksana dan mendidik, hak untuk mengajukan upaya hukum.
Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas 
praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk 
menghadirkan orang tua/atau wali/orang tua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji 
silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.
Hak anak sebelum persidangan masih dibedakan dalam kedudukannya 
sebagai pelaku, korban, dan sebagai saksi. Hak anak sebelum persidangan dalam 
kedudukannya sebagai pelaku meliputi: 
a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; 
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b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
(ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
c. Hak untuk mendapatkan pendamping/penasihat hukum dalam rangka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan secara prodeo;
d. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta untuk memperlancar pemeriksaan 
terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukannya sebagai korban meliputi:
a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindakan lanjut 
yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif); 
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; 
d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan 
diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo; 
e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai 
pelapor/ korban.
Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi: 
a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang 
tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya; 
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c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai 
saksi.
Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya 
sebagai pelaku, korban, dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam 
kedudukannya sebagai pelaku, yaitu: 
a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan; 
c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai 
dirinya;
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; 
e. Hak untuk menyatakan pendapat;
f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan 
penderitaan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
hukum yang diterapkan;
g. Hak untuk mendapatkan perlakukan pembinaan/penghukuman yang positif, yang 
masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya,
h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai korban meliputi: 
a. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai 
saksi/korban; 
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b. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya; 
c. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan 
mental, fisik, sosial dari siapa saja; 
d. Hak untuk menyatakan pendapat;
e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya; 
f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.
Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi:
a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi; 
b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan: 
c. Hak mendapatkan ijin dari sekoiah untuk menjadi saksi.
Hak anak setelah persidangan dibedakan dalam kedudukannya sebagai pelaku, 
korban, dan sebagai saksi. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya 
sebagai pelaku meliputi: 
a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai 
dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan 
menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; 
c. Hak untuk tetap untuk dapat berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya.
Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai korban meliputi: 
a. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan,dan 
menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja, 
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b. hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial. Hak anak setelah
persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan 
perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
Pengembanan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu 
hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling 
mempengaruhi. Keluarga, masyarakat dan penegak hukum perlu meningkatkan 
kepedulian terhadap perlindungan dan memerhatikan hak-hak anak demi 
kesejahteraan anak.1
                                                          
1Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, hal.156.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok
permasalahan yang diangkat dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur (Analisis Komparatif antara
Hukum Islam dan Hukum Nasional), maka penyusun dapat menarik kesimpulan
bahwa:
Ketentuan tindak pidana pencurian menurut hukum Islam dan hukum nasional yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur :
1. Menurut hukum Islam, secara esensial bahwa kejahatan atau jarimah yang 
dilakukan anak tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah
mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan 
tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan
secara pidana terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya. 
Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau
jarimah tidak bisa dihukum secara pidana. Akan tetapi orang tua anak di 
bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi
kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu
menimbulkan kerugian materil kepada korban. Orang tua dibebani kewajiban
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membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan
anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau kurangnya perhatian
kepada anak. 
2. Adapun menurut hukum Nasional, Pasal 2 Undang-undang SPPA menentukan
bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :
1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.
Sanksi hukum teradap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan yang 
secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (dua) macam berupa pidana dan 
tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997. Sanksi hukum 
berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada empat macam 
pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu : (1) pidana 
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penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; (4) pidana pengawasan. Mengenai 
pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 (tiga)  ada dua macam, yaitu : 
(1) perampasan barang-barang berharga tertentu; (2) pembayaran ganti rugi.
B. Saran-saran
1. Bagi warga Indonesia untuk menghindari tindak pidana pencurian maka perlu
adanya edukasi orang tua kepada anaknya dan ada baiknya memperdalam
ilmu karena dengan pemahaman yang kuat kita dapat menghindari tindak
pidana tersebut.
2. Para orang tua agar selalu menjaga ,memelihara anak-anaknya dari hal-hal 
yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kerusakan.
3. Hindari dan jauhi tempat-tempat atau lingkungan yang dapat mengantarkan
kita untuk berbuat tindak pidana, seperti pergaulan bebas.
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